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PUTUSAN 

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Talak antara: 

Iswal bin Takdir, NIK 8203052507950003, tempat dan tanggal lahir Inulu, 20 

Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta 

(Pedagang), tempat kediaman Jalan Kompleks Telkom, RT 000 RW  

000, Kelurahan Kaimana kota, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten 

Kaimana, Provinsi Papua Barat, 082248038073 dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik: syaputraputra297@gmail.com, 

sebagai Pemohon; 

melawan 

Sri Astuti Asminta binti Abas, NIK 8203056604990002, tempat dan tanggal lahir 

Buton, 26 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat kediaman RT  004, RW  001, Desa Rawajaya 

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku 

Utara, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemoho, Saksi dan Sumpah Pemohon di muka 

sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 

telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik yang telah 

didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 

14/Pdt.G/2022/PA.Kmn, tanggal 18 Maret 2022,  dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 

07/7/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Distrik Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT 

000, RW 000, desa Yao, Dsitrik Morotai, Kabupaten Daruba, Propinsi 

Maluku Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;  

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama  

Rahma, Perempuan, umur 2 bulan, Saat ini berada dalam asuhan 

Termohon; 

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan karena campur tangan mertua dalam 

urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;  

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon   

terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dengan permasalahan yang sama 

akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai 

dengan sekarang; 

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh 

Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan Pemoho dengan Termohon; 

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana cq. Majelis hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Disclaimer
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PRIMER: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Iswal bin Takdir), untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Sri Astuti asminta binti Abas) di depan 

sidang Pengadilan Agama Kaimana; 

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

SUBSIDER: 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 Maret 

2022 dan 1 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

A. Bukti Tertulis 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/7/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 

yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Tobelo, Kabupaten 

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, 

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P); 

B. Saksi 

Amarudin bin Muhan, NIK -, tempat tanggal lahir Buton, 2 Mei 1967, umur 

54 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 

pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan PTT Telkom, RT 000, RW 

000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, 

Disclaimer
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Propinsi Papua Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada 

pokoknya: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak kenal dengan 

Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui dimana Pemohon 

dan Termohon bertempat tinggal dan kediaman bersama terakhir, 

namun saksi tahu Pemohon datang ke Kaimana untuk mencari 

pekerjaan; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai saat ini 

telah memiliki 1 (satu) orang anak atas cerita dari Pemohon; 

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon via WhatsApp berbicara 

dengan Termohon menanyakan kabar dan mengajak Termohon 

datang ke Kaimana namun jawaban Termohon kepada Pemohon 

untuk tidak usah menghubungi lagi; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan 

Termohon karena saksi tidak tinggal di Tobelo, namun saksi pernah 

berusaha menghubungi mertua Pemohon via WhatsApp untuk 

mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon namun jawaban 

dari Mertua Pemohon kepada saksi untuk tidak udah hubunginya dan 

tidak usah meperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon karena 

Pemohon itu gila, sehingga saksi tidak berhasil mengetahui 

permasalahan Pemohon dan Termohon, namun saksi selalu 

menasehati Pemohon untuk memperbaiki hubungannya dengan 

Termohon; 

- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah menghubungi Mertua 

Pemohon lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai 

oleh keluarga, namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Pemohon 

menerima dan tidak membantahnya; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn 
 

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon 

untuk menghadirkan alat bukti lain yang dapat menyempurnakan alat bukti 

saksi tersebut, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat 

bukti lagi; 

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam Berita 

Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 

tanggal 25 Maret 2022 dan 1 April 2022 yang dibacakan di persidangan, 

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

(Reglement Buiten Govesten), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya 

Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, 

oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-

dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah 

mengajukan bukti surat P; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2020 yang tercatat pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Provinsi Maluku Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg (Reglement Buiten Govesten) juncto Pasal 

1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, 

Pemohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;  

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, 

serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan 

Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut 

agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg (Reglement Buiten 

Govesten) juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon sebagaimana yang 

diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang  dilihat dan dialami sendiri 

serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena 

itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg (Reglement Buiten Govesten), sehingga 

keterangan saksi tersebut  

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan satu orang saksi saja 

tanpa disertai bukti lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu 

orang saksi dianggap bukan kesaksian (unnus testis nullus testis) sesuai 

dengan Pasal 306 RBg (Reglement Buiten Govesten); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan satu 

orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti 

permulaan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal 

pembuktian, Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan Para Pemohon 

untuk mengucapkan sumpah tambahan (suplitoir eed), sebagaimana 

berdasarkan Pasal 182 ayat (1) RBg (Reglement Buiten Govesten); 

Menimbang, bahwa rumusan sumpah yang harus diucapkan Para 

Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian Pemohon adalah sebagai 

berikut:  
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“wallahi, tallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya 

dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya 

sampaikan di persidangan adalah benar adanya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pemohon dan sumpah 

Suplioir Eed Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 

tanggal  21 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik 

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT 

000, RW 000, desa Yao, Dsitrik Morotai, Kabupaten Daruba, Propinsi 

Maluku Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir; 

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah memiliki seorang 

anak; 

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan campur tangan dari orang tuan Termohon 

dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;  

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon   

terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dengan permasalahan yang sama 

akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai 

dengan sekarang; 

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai 

oleh keluarga, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum 

pernah bercerai; 

2. Bahwa sejak tahun Maret 2021 sampai sekarang, antara Penggugat dan 

Tergugat sering bertengkar yang disebabkan campur tangan dari orang tuan 

Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; 

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai 

oleh keluarga, namun tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah cukup menjelaskan 

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta Majelis Hakim juga 

telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah 

memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat mengenai talak satu bain sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 

2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan 

putusan Verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas 

segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;   

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Iswal bin Takdir), untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Sri Astuti asminta binti Abas) di depan 

sidang Pengadilan Agama Kaimana;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 
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April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh 

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, 

S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan 

dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh 

Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota,  Ketua Majelis, 

 

 

Muhammad Sopalatu, S.H. Muhammad Nasir, S.H.I, M.H. 

Hakim Anggota,  

 

 

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.  

Panitera, 

 

 

Novia Dwi Kusumawati, S.H. 

Perincian Biaya Perkara: 
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
 a. Pendaftaran Rp 30.000,00 
 b. Panggilan Pertama Pemohon Rp 10.000,00 
 c. Panggilan Pertama Termohon Rp 10.000,00 
 d. Redaksi Rp 10.000,00 
 e. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 10.000,00 
2. Panggilan 
 a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 100.000,00 
 b. Termohon, sebanyak 2 (dua) kali panggilan Rp 650.000,00  
3. Meterai Rp    10.000,00 
4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 335.000,00 
5. Biaya Proses Rp 050.000,00 
6. Lain-lain Rp 035.000,00  
Jumlah Rp1.150.000,00 
Terbilang: satu juta seratus lima puluh ribu rupiah 
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